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PERATURAN DAERAE KABUPATEN 'DAER:AEI TINGKAT II PACITAN .
NOMOR 12 TARUN 1993 '
TENTANG - h

RENCANA UMDM TATA EUANG KOTA DAN BENCANA TETATL TATA RUANG KOTA
ISY KOTA KECAMATAN Psimmm 20 TAED (1992/ 1993 - 2012/2013)

_ DEITCEAN KARMAT 'IUHAH IANG MAEA ESA
BIJPATI KEPALA DAERAH TINUEAT IT PACITAN

"$ ae balwa Ibu Kota Kacamata.n Pringkuku telah mengalaml perubahan dan

. perbambangan yang __cukup pesat, untuk Itu dipandang porlu adanya po-

doman yang mergatur perksmbarngan Kota Kooamatan Pringlalu, eshlngga
dapat berhanihang sesual d.engan pola dan aturan perkembangan Kota
ya.ng baik dan torencana [ ‘ v '

;

be bahwa pedoman dimakBud. perlu dimangkan dalam Peratura.n Daerah tan

ta.r‘ag Rencana Umun Tata Eza.ng Kota (RIIE?I{) d.an Rencana Dstail Tata
Ruang Kota (RDTBK) Tbu Kota Kecamatan Pringkular yang mencsrminkan -
adaxwa strategl pengombangan Kota dalam kurun wakiu 20 (dua puluh )
tahure : | 5 ' -

14 Undang-undang Nomor 5 tahnn 1974 tentang Pokok-pohok Pemerintahan -

a1 Daerah §

2. Uniang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Ka.hupaten dalam 1ingkunga.n Propinai Jawa Timur 3

C 3. Unda.ng—undang Homoz' 5 'I:a.hun 960 'I;antang Paraturan Daaar Pokole— po-

kok Agraria i

4e Uxxlang—undang Nomoz' 1 ‘l tahun 1974 tenta.ng Pengaira.n 3
Be Unda.ng-undang HNomor 13 'I:a.hun 1980 tentang J ala.n 3
6o Undang-unia.ng Homor 4 tabun 11982 tontang Kotenman-ketentuan Pokok

Porgololaan Llugku.q;an Rldup ;o

Te Peraturan Pemerintah Nomor 6 'I;ahun 1988 'I:en'l:a.ng Koordinasi Kegiatan
) Inatarsi Vertikel di Daerah 3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 takhun 1974 tentang - Bentuk

Peraturan Daerah }

Ay
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11.

g 512.

Peraturan Hentori Dalam ergeri Homo.r 9 - tabun 1982 tontang Pedoman
Pemaunan Perencanaan Pengendalian Pembangumn dl Daerah

Peraturan Menteri Dalanm Negeri Bomor 2 talun 1987 tentang Pedoman L

Pemru.sumn Rancana Kota 3

Keputusan Henteri Dalam Negeri Nomor 59 tahnn 1988 tentarg Po-
tunduk Pelakaanaan Peraturan NMenteri Dalam Fegeri Fomor 2 - talun
1987 tentang Pedoman Pemusunan Perencaman Kota § ’

Kepxtusan Henteri Dalam Negeri Nomox 33 tahun. 1992 tentang Pedom .
an Perumsunan Peraturan Daera.h, Bencana Struktur dan Tata Ruarg
Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umn Tata mang Daerah Ting

katII;

130

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentarng Pe ~ -
tunjuk Pelsksanaan Pemmsunan Peraiuran Daerah tenta.ng Rancana

. Eota y

4.

150

16.

Surat Kepuwsan Bers ama Henteri Dalam Negeri dan Henteri Peker;]a-
an Umum Fomor 650 = 1595 dan Nomor 503/Kpte/ 1985 tentang Tugaa -
wgaa dan Tanggung Jawadb Perencanaan Kota }

Instrukei Nenteri Dalam Negeri Nomor 14 tabun 1988 ‘l;entang Penatg, -

an ma.ng Terbulka Rljau dl Wilayah Perkotaan

Peraturan Daerah Propinel Daersh Tingkat I Jawa Timur Fomor ~ 14

© tabun 1988 tentang Pola Daaar Pembangunan Daerah Proplnsl Daerah‘

17«

Tirgkat I Jawa Timr talun 4988/1989 ~ 1993/1998 4
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paclian Nomor = 1

. tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daera.h
 Tirgkat II Pacltan tahun 1988/1989 - 1993/1994 1. |

18,

- merlnta.h Kabupaten Daerah ’I‘lngka,t II Pacitan.

Pacitan ’

Peraturan Daera.h Eabupaten Daerah Tingkat II Pacltan Tomor i
tahun 1988 tentang Penyidik Pegawal Fegeri Sipil di lirgkungan Fg

N
L]

-—-u---—-p-..

: Dengan persew.;]uan Dewan Perwa.l:l_‘l.an Ba.k;rat Daera.h Kab_._z;paten Daerah Tlngkat '_ II

MNEMNUTUSEAN

Menetapkan 1 PERATURAN DAERAR KABUPATCN DAERAR TINGKAT IT PACITAN TENTANG RENCANA
o | UMUM TATA RUANG EOTA DAN RENCAWA 1ETATL TATA RUANG EOTA IBU KOTA KE
. CAMATAN PRINCKUED 20, TAHUN (1992/ 1993 ~ 2012/2013)

"B AR 1
mmrmmmm
Pasal - 1

| Dalam Peraturan Daerah ini yang ' dimaksud dengan $



h, Pemerintah Daerq.h, adalah Pemerintah Kahupaten Daerah Tingkat II
Pacitan ;

Ce Kepala Daera.h, adalah Bupati Kepala Dagrah Tingkat II Pacita.n [

de DPRD, adala.h Dewan Porwakilan Rakyat Daera.h Kahupaten Daerah Tingkat -
- IT Pacitan 3

*

o Imtaml Vertikal, adalah Perareka.t dari Depa.rtemen-departemen atau
Lambaga Pemerintah bukan Depa.rtemen yang mempunyal lingkungan kBr;ja ai
- Daerah Tingkat II Pacitan j

2 HI’I‘EH{, adalah Rsncana Umum Tata Rua.ng Eota Tbu Kota Kecamatan Prlrngku-~

_ g

g; RDTRK, adalah Rencana Detail Tata Raang Kota Ih: Xota Kecamatan Pring-
_,' kuk 3 ' :

l_i. Ii'I'RK, adalah Rencana Tehnlk Riang EKota Ibu Kota Kecamatan Pringkuku §

1.'. BWXy adalah Bagian Wilsyah Kota Ibu Koia Kecamatan Pringkulm }

J« Xota, adalah wilayah Kota Kecanatan Pringlua |

BAB IT -
ETERTUAN RENCANA UMUM TATA RUANO EOTA DAN
' FENCAA DRTATL TATA RUANG KOTA
Pagal 2

A e d kgt -

matan Pringkuku 20 tahun (1992/1993 - 2012/2013) dergan matori seba~
gaimana dima.ngka.n dalam Lampiran Pera‘b.:ran Dagrah ini dan merupakan
hagian yarg tak terpisabka.n } :

(2) RUTEK dan RDTEK dimaksud pada ayat (1) pasal ini diausun dengan tata

urut sebagal berilut t
-:ZBAZB I ) aPuEDA}]IJI.UAN

101+ Maksud; Tujuan dan Sasaran Rencara.
1020 Porgertian Umum dan Dasar Rencana,’
1+8. Pendekatan Rencana.
1e4s Dimensl Wakiu Rencana.

| 145 Slstematika Poryusunan Perencanaan,

BAB II. + KARAKIZRISTIK WILAYAR PIRENCANAAN
2a1e Ka.ra.kteristi]c Wilayah Eota,
s 2.1 1 Kedudukan Kota dalan lingkup Wila-
" yaha
24142+ Peranan Kota dalam Lingkup %ilayah.
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BAB TI

2.2,

Kar a_kteria' t1k Internal Kofa.

| 2.2.1. Karaktaristik Pisik.

2.2.2. Karakteristik Kependudukan,

 242.3. Perekormomian Kota,

2.2.4+ Karakteriatik Tranaportaal.

S 2¢2e5+ Ifaraktoriatik Sarana dan Praaarana.

' Potensl dan Hazalah Kota.

_2.3.1. Kedudukan dan Peranan Kota dalam Stmk
Ctur Wila.:ra.h.

2.3.2. Faktor Fisik,

2.3.3. Faktor Kependudukan.

. 2.3e4. Faktor Ferekoromian.

EWR

2. 3.5. "Faktor ) Tranaportaala
2.3.6. Faktor Sarana dan Prasarana.

+ RINCANA ULOR{ TATA RUANG KOTA PRINCKUKD

Kebijakaanaau Pergembangan Wilayah.

'3e1e1. Kebijaksanaan Reglonal Jawa Timur.

3. 1.2. I{ebi;]aksanaan Tata Ruang Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat IT Pacitan.

" 3.1.3. Kebijaksanaan Sektoral.

' 3%2.

Kef:i:] aka;aﬁaan Dasar Rencana.

3.2.1. !enehi_:uan Furgsi dan Peranan Kota.,
34242+ Kebijaksanaan Penentuan Strategl Dasar
Pengembangan Sektor-sektor Kegiatan. -

3. 2. 3e Kebi;]a.ksanaan Keopondudukan,

' 3.2.4. Kebi;]aksanaan Sistem Pusat Pelaaranan.
3e2.5« Kebijaksanaan Utj.litaa dan Fasilitas.
3.2.6. Kobi jaksanaan Tata Dangunan. )

393

3-2.8.‘ Ifenentuan Dimensl Wakiu Perencanaan.

Konspsl Rencana. ' ,
3e3e1e Sistem Pusatl Felayanan.'

© 30302 Sistem Struktur Kepiatan Kota.
© Je3ela Siatem Jaringan Jalan.

3ede
35

3464

, 3.:7.
3.8,
3.9

PR
e

Rencana 'Unit Lingkuzgan dan Puaat Pela;ranan.
Rencana Stmldur I{egiatan.

Kapaaitga Tampung BWK,

Rencana Penggﬁnaau Lahan Kota. '

Rencana Obyek Kbusus.

Rencana Tata Ba.ngunan.
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BAB V

De 1.
5. 2e
Sele

5-4;

_ _ | Pasal 3
: (1) RUTRK dan BDTEK dimaksud dalam pasall 2 Peraturan Daerah ini adalah

4030 50

_ 40306;

3.'10. Bencana Sisfem Trangportasl Kota o

3010414 Sis tem Jaringan J’alan.

~ 3410¢2. -Roncana Pasilitas Perunjarg,

3. 10.3. Pola Pera.ughztan Kotae

_3.11. Rencana Siatem Fasilitas Kota.

1 REHCAI& DE'I'AIL 'I'ATA RUAKG KO'I'.A PRIHGKUKU

4. 1e> Hilayah Perencana.an.

Rumsan Kebijaksanaan,
4.2.1. Pensntuan Fungsl BWK, -

; 4.2.2. Penentuan Struktur B’IK.
" 4e2e30 Penentuan Jenis dan Intenaltas Prasara-

na dan Sarana.

' 4.2.4. Kepadatan Peniuduk.
" 44245 Pengembangan Fasilitas dan Utilltas.

Bencana Detail Tata Ruang Kotae .

- 44341, Indlksal Pembaglan Unit-unit Lingkungsn

BWK,

4.3.2. Rencana KGpadatan Pondudul BWE.
: 4.3.3. Rencana Pemanfaatan Buang.

44344+ Boncana Sistem Transportasl BWKe
Rencana Fasilitas Pelayanan Sosial dan
Ttilitas,

Rencana Utilitas BiK.

4.3.7. Rencana Intensitas Penggunaan Tanah BUK

t ASPEK mmmm PIE-JBAHCIIHAH

'I'a.hapan dan Prioritas Pembangunane

Arahan Fenanganan Lirglu.mgan.

Ind.ikasi Program dan Proyck serta Fendanaan.
Aapek Bukm dalam Pelaksanaa.n dan Pengelolaan-
Pembangunan,’ '

rupakan suatu pedoman strategis pemha.rgunan Kota dalam kurun waktu 20

(aha pulud) tamun 3

(2) Stré.tegls pembangunan Kota dimai:sud pada ayat (1) pasal ini akan ditels .
ah dan disusun sampal pada BTEK yang akan ditentukan kemudlan.'

me
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KEI‘EIITUAH PIDANA DAN PETYIDIXKAN -
Pasal 4

(1) Ba.rang sigpa. malanggar ketentuan-ketentuan dalam Pera.tura.n Daerah ini
d.lan;;am d.engan pldana kurungan Sela.ma.-lamanya. 6 (enam) bulen atau denia
" | sebanyak—banyahwa, sehesar Rpe 50.000,00 (1ima puluh rihu nl;_)iah) 3

(2) Sela.in tind.ak pidana dim&suﬂ. pada ayat (1) pasal ini, tiniak  pidana
/:yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai
d.engan peraturan permda.ngdurﬂangan yang berlakus'

>~

T Pasal 5

/ (1) Penyidikan terhad.ap tindak pidana sehagaimana d.imaksud. dalam pasal 4 -

ayat (1) Peraturan Daenh ini, selain dilakukan oleh Penyidik  Ukm,

dapat dilalakan oleh Penyidik Pega.wa.l Negeri Sipj_‘l. di lingkungan Pew
merintah Daerah yang bengangka.tannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan
permdang—mda.ngan yang berlaku ; _ ;

| (2) Penyid.ik Pega.wa.i Negeri Sipj_‘l. dimaksud. pada ayat (1) pa.sa.‘.l. ini mempunyai |
.~ wewenang sesuai dengan pera.tura.n perurﬂong-urﬂangan ya.ng herlaku }

(3) Penyidikan tindak pidana sehaga.imana. dimaksud dalam pa.sal 4 ayat (2) Per:
a.tura.n Daerah ini d.llakuka.n oleh’ penyidik Umum.
343 'Iv, :
KETEITUAN PERALTHAN DAN PENUTUP
Pa.sa.l 6

| Dengan herlakunya. Peraturan Daerah ini, maka 3 _
ae Segala kegiatan yang telah dﬂakaa.naka.n sebelum herlakunya. Peraturan
 Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan Peratwran Daerah ini j

- be' Segpla acihat yang timhu']_. eéhelumiberlakmwa?erattman Daerzhi inl akan di _'
‘atur kemullan oleh Kepala Daerahe.

Pasal 7

Untuk menghirﬂari te:r'ﬁad.inya. penylmpangan—vpenyimpangan d.a.la.m peleksanaa.nnya, '
perlu dilakukan evaluasi atau peni.nja.uan kephali yang dilaksanzkan pada

tehun 1997 dan selanjutnya secara periodik eetiap 5 (lima) tabun berikut-

nyal | N p

Pasal 8

Ealf,hal'.' yang helunm cukup diatur dala.ﬁl i’era.furan Daerah _ini sepanjang 'mé-_-; '
ngenai pelaksanaannya akan diatur lehib lanjut oleh Kepala Daerahe
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- : T . : . Pasal 9

f B * ) S | ) I\’e-ra'luran Daerah ini malal .bérlalm_'pada tanggal diundangkare

| . ;a_ . ;_:“L'Agar_ setiap orang mengatahuinya memerintabkan pencundangan Peraturan -

. q LY __:_."‘_\.‘_bq._ ) . - .
‘ _ v = ‘Dierah Jnl dengan penempatannya dalem Lembaran Daerab Kabupaten Daerab .
Yoy v N . . )
: S - £ t I1*Paciten,’ - :

5 - L ngkﬁ VL Pact:

o Pacitany, 27 Pebruari 1993




